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ABSTRAK

Yulia Susanti 1301948/2013: Implementasi Kebijakan Penertiban Usaha
Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polis
Pamong Praja (Satpol PP) K ota Padang

Usaha hiburan karaoke semakin berkembang pesat di Kota Padang. Tetapi
sebagian besar dari usaha hiburan karaoke tersebut tidak memiliki izin usaha.
Banyakusaha hiburan karaoke ilegal, dan telah dilakukan penyegelan terhadap
tempat karaoke yang tidak memiliki izin usaha namun masih tetap beroperasi,
serta tempat karaoke yang telah memiliki  izin  mash melakukan
pelanggaran.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
implementasi kebijakan penertiban usaha hiburan karaoke oleh satuan polisi
pamong praja (Satpol PP) Kota Padang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kudlitatif dengan metode deskriptif.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Poliss Pamong Praja (Satpol PP) Kota
Padang. Informan penelitian ditentukan secara Purposive sampling. Data yang
dikumpulkan yakni berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara,
observas dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi
kemudian data dianalisis dengan mereduksi data, display data dan menarik
kesimpulan selama penelitian dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban
usaha hiburan karaoke belum terlaksana dengan baik sehingga kebijakan tersebut
belum efektif. Kendala internal yang ditemukan adalah struktur birokrasi yang
cukup panjang, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum
memadai. Kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran para pemilik usaha
hiburan karaoke untuk mengurus izin usaha dan tidak mematuhi peraturan yang
ada mengakibatkan keberadaan usaha hiburan karaoke yang tidak memiliki izin
dapat beroperasi bebas sehingga berdampak kepada ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.

Kata Kunci: Implementas Kebijakan, Usaha Hiburan Karaoke
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka
mempermudah urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah adalah
dengan diberlakukannya otonomi daerah. Segjak berlakunya otonomi daerah
memberikan keleluasaan  bagi daerah  dalam menyelenggarakan
pemerintahan.Daerah mendapatkan kewenangan pemerintahan di semua bidang,
seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan
pelayanan, masyarakat, perizinan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pertanian,
pariwisata, kelautan, kehutanan, perdagangan, dan lain-lain. Semua bidang
tersebut diperlukan untuk tumbuh dan berkembangnya suatu daerah, serta
mewujudkan pertanggung jawaban sebagal konsekuensi pemberian hak dan
wewenang kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban.

K ota Padang adalah salah satu daerah yang mendapatkan hak otonomi daerah.
Sebagai daerah otonom dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah Kota
Padang dibantu oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) K ota Padang. Dalam
menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat, Pemerintah Kota Padang dibantu oleh
Satuan Polisi Pamong Prgja (Satpol PP). PeraturanWalikota Padang Nomor 71
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungs, dan Tata
Kerja Satuan Polis Pamong Prgja Kota Padang, menjelaskan bahwa salah satu

tugas Satpol PP yaitu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap usaha



hiburan karaoke, seperti yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3) poin ¢ yaitu
melakukan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan secara
massal untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
Pasal 20 ayat (3) poin (d) melaksanakan penertiban tempat-tempat usaha yang
menimbulkan gangguan lingkungan; (e€) melaksanakan penertiban izin tempat
usaha; dan (g) melaksanakan penertiban izin rumah makan, kafe, dan tempat
karaoke.

Sejalan dengan perkembangan usaha di zaman sekarang ini yang semakin
pesat, dan beragamnya kebutuhan manusia terhadap hiburan, maka muncullah
usaha hiburan. Dalam Pasal 1 ayat (39)Peraturan Menteri Pariwisata Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata,
menyatakanbahwa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreas
adal ahpenyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan,
karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk
pariwisata. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa usaha
penyel enggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi meliputi :

a. Gelanggang olahraga

b. Gelanggang seni

c. Arenapermainan

d. Hiburan malam

e. Panti pijat

f. Taman rekreas

g. Karaoke; dan



h. Jasaimpresariat/promoter

Kota Padang merupakan salah satu kota yang mempunyaipenduduk yang
banyak dengan berbagai latar belakang yang berbeda seperti suku bangsa, agama
dan kebudayaan. Oleh karena itu untuk menghindari adanya oknum-oknum
pemilik usaha hiburan karaoke yang dapat menimbulkan hal-hal yang
bertentangan dengan norma sosial, hukum, agama maupun nilai budaya. Maka
dibutuhkan adanya penertiban oleh pemerintah.Terdapat berbagai jenis usaha
yang mana pelaksanaannya harus diatur oleh pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah berupa izin tempat usaha atau izin gangguan dalam
wujud surat izin tempat usaha

Daam ha perizinan terhadap usaha hiburan karaoke di kota Padang,
diaturdalamPeraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata. Yang berisikan berbagai aturan seperti pada pasa 15
tentang tahapan pendaftaran usaha pariwisata, pasal 27 paragraf 7 tentang
permohonan pendaftaran usaha rekreasi dan hiburan, pasal 65 pelaporan usaha
hiburan dan rekreasi, pasa 75 tentang pengawasan, pasal 77 tentang sanksi
administrasi dan pasal 83 berisikan tentang ketentuan pidana.

Setiap usaha hiburan karaoke harus memiliki izin usaha, hal tersebut
secargjelas dinyatakan dalam pasal 4 ayat(l) Peraturan Menteri Pariwisata
Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016, menyatakan bahwa setiap pengusaha
pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan
pendaftaran usaha pariwisata. Serta juga dijelaskan dalam Perda Kota Padang

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pada Pasal 3 ayat



(1) disebutkan bahwa,Setiagp pengusaha yang menyelenggarakan usaha
kepariwisataan wajib melakukan pendaftaran usahanya kepada Walikota. Dan
lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2013
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 2 tahun
2012 tentang tanda daftar usaha pariwisata. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, Setiap
pengusaha yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib melakukan
pendaftaran usahanyakepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

Dewasa ini bermunculan berbagai masalah terkait dengan adanya tempat
hiburan karaoke yang menjalankan usahanya tak sesuai dengan peraturan yang
ada. Usaha karaoke mempunyai dampak negatif terhadap norma yang ada dalam
masyarakat. Hal tersebut timbul karena dalam pel aksanaan kegiatan usaha hiburan
karaoke melakukan pelanggaran yang bertentangan terhadap Peraturan Daerah
Kota Padang nomor 5 tahun 2012, seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian
yang dilakukan oleh M. Haryanto (2016), dibeberapa tempat usaha karaoke yang
telah mempunyai izin di Kota Padang, terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi
terhadap Perda K ota Padang nomor 5 tahun 2012. Beberapa tempat usaha karaoke
yang mempunyai izin di Kota Padang, khususnya di Happy family karaoke,
terdapat beberapa pelanggaran yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Padang No. 5 tahun 2012 tentang larangan menjalankan usaha karaoke, yang
mana terdapat dalam beberapa poin :

a. Menyediakan fasilitas tempat tidur atau sgjenisnya

b. Menggunakan pintu yang tidak tembus pandang



c. Menyediakan toilet di dalam ruangan karaoke

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 pasal 73 ayat
(1) pendirian tempat usaha karaoke, klub malam, diskotik, atau panti pijat dilarang
berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah; (2)
Waktu tutup jam operasi untuk usaha karaoke, klub malam, diskotik paling
lambat jam 02.00 wib.Menurut penjelasan yang telah disebutkan dalam pasal 73
ayat 1, maka beberapa tempat yang telah melanggar pasal tersebut, yaitu:

Tabel 1.1 Nama-nama Tempat Karaoke yang telah memiliki izin dan melanggar
peraturan yang ada

No. Nama perusahaan Jarak dari rumah ibadah,
sarana kesehatan dan sarana
pendidikan
1. | PT. Thamrin Karya Titanium ( Happy | £ 30 meter (mesjid nurul iman)
Papi)
2. | CV. Musik JayaAbadi (Carly) + 40 meter (megjid nurul yakin)
3. | Happy Family + 150 meter Vihara
4. | PT. Multi Buana Usaha (Tee Box | £ 100 meter (gerggaHKBP)
Community Centre
5. | Persik Café dan Karaoke + 150 meter (mesjid nurul iman)
6. | All Star + 30 meter (nurul iman)
7. | Café25 + 30 meter (megjid nurul yakin,
TK, SD, SMP Murni)
8. | CV.Aqgic + 100 meter (megid komp.
Polisi)
9. | Resto Diva (Café dan Karaoke) + 100 meter (gergja)
10. | M. Authentic + 100 meter (smpn 4 padang)

Sumber: Skripsi M. Haryanto 2016
Ha tersebut membuktikan bahwa mash Ilemahnyapengawasan dan
penertibanyang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang, karena tempat usaha
hiburan karaoke yang telah memiliki izin pun masih melakukan pelanggaran
terhadap peraturan yang ada. Meskipun tempat usaha hiburan karaoke tersebut

telah memiliki izin tapi tidak selamanya menjamin untuk tetap mematuhi aturan,



maka dari itu perlu adanya pengawasan yang terstruktur dan menyeluruh. Adapun
data-data karaoke yang berizin adalah sebagai berikut:

Tabd 1.2 : Jumlah karaoke/cafe music room/pub yang berizin di kota

Padang
Jumlah karaoke/cafe
No. Tahun .
musicr oom/pub
1. 2014 6
2. 2015 9
3. 2016 3

Sumber : DPMPTSP Kota Padang
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah usaha

hiburan karaoke yang mendapat izin usaha dari Dinas Penanaman Moda dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya terjadi pada tahun 2015. Namun jumlah
tersebut hanya sebagian kecil dari usaha hiburan karaoke yang ada di Kota
Padang, karena masih banyak terdapat usaha hiburan karaoke yang belum
memiliki izin usaha. Untuk membuktikan hal tersebut berikut adalah data kegiatan
penertiban usaha hiburan karaoke oleh Satpol PP kota Padang.

Tabel 1.3 Jumlah usaha hiburan karaoke yang ditertibkan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) K ota Padang

No | Tahun | Jumlah
1. 2012 2

2. 2013 84
3. 2014 44
4, 2015 157
5 2016 50

Sumbér: Satpol PP Kota Padang

Banyaknya usaha hiburan karaoke yang menjamur setahun atau dua tahun
belakangan ini di Kota Padang, terdapat permasalahan yang muncul terkait
keberadaan usaha hiburan tersebut karena tidak memiliki izin, seperti kasus
penyegelan 9 (Sembilan) kafe dan tempat hiburan di Kota Padang disegel oleh

Polis Pamong Pragja (Pol PP) Kota Padang, Selasa 31 Januari 2017. Penyegelan



itu dilakukan, karena tempat usaha itu tidak memiliki kelengkapan izin usaha dan
izin lainnya. Kesembilan tempat yang disegel tersebut adalah Kafe Cyndi yang
terletak di Jalan Hiligoo, Barbi di Jadlan Karya, Cafe Om yang berada di Jalan
Sungai Bong, Cafe Bintang di Jalan Pondok, Cafe Galaxi di Jalan Cokroaminoto,
Cafe Elye di Jalan Cokroaminoto, Pujasera Wapres di Jalan Cokroaminoto, Kubik
Coffee di Jalan Olo Ladang dan Kafe Dan Hot di Jalan Hangtuah. (klikpositif.com
diakses hari rabu 1 Februari 2017).

Kasus lain yang terjadi pada tahun 2016, Satpol PP melakukan penyegelan
terhadap sebuah kafe yang berada di J. Tamrin Kecamatan Padang Selatan,
masyarakat setempat merasa resah dengan adanya cafe yang baru dibuka tersebut.
Dari hasil penyelidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) cafe tersebut tidak
memiliki izin. Satpol PP sudah memberi tahu untuk tidak boleh membuka cafe
karokean yang baru, namun pemilik cafe tidak mengindahkan teguran tersebut,
jadi  Satpol PP terpaksa melakukan penyegelan terhadap  kafe
tersebut.(minangkabaunews.com diakses hari rabu 1 Februari 2017)

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait
dengan Pengawasan usaha hiburan karaoke yang ada di Kota Padang menyatakan
bahwa :

“Dalam  menjalankan  tugas sebagai penegak Perda dan

menyel enggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tugas

dan kewenangan Satpol PP diatur dalam Perundang-undangan, namun

regulas yang ada masih kurang dalam menjabarkan secara rinci

mengenai pelaksanaan tugas sehingga menjadi dilema bagi Satpol PP
daam melaksanakan tugas di lapangan, seperti tupoks yang diatur
dalam Perda tidak dijabarkan dalam Perwako, seharusnya ada aturan
turunan, Karena teknisnya tidak dipaparkan dengan rinci lalu bagaimana

melaksanakan operasionalnya. Jadi tidak maksimal”.(wawancara, 12
Mei 2017).



Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya pelanggaran terhadap
peraturan daerah kota Padang yang dilakukan oleh pemilik usaha hiburan karaoke
karena tidak memiliki izin usaha. Setiap tahunnya mash terdapat kasus
penyegelan terhadap usaha hiburan karaoke. Meskipun telah dilakukan
penyegelan namun beberapa diantara tempat karaoke tersebut masih tetap
membuka tempat usahanya dan melakukan aktivitas seperti biasanya dan juga
tempat hiburan karaoke tersebut masih tetap buka diluar jam operasional yang
diperbolehkan yaitu sampai pukul 02.00 wib sedangkan mereka tetap buka hingga
pukul 04.00 wib, salah satunya yaitu cafe Bintang di jalan Pondok no 132.
Berdasarkan wawancara dengan pemilik kafe yang bernama Des Arisandi yang
menyatakan bahwa :

“Kami masih tetap buka karena kami ingin cari makan, kalau tidak buka
lalu mau makan darimana, kan ini tempat kami mencari uang. Kalau ada
razia dari petugas kami akan tutup dan besoknya buka lagi”.

(wawancara 1l Mei 2017).

Ha ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya tindakan yang tegas oleh
pemerintah.Untuk menangani oknum/pelaku usaha karaoke yang melanggar
peraturan yang berlaku, karena menjalankan usaha mereka tanpa memiliki izin
untuk beroperasi. Dengan banyaknya usaha hiburan karaoke yang tidak memiliki
izin, ha ini tentu sga memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan
masyarakat, karena tidak memiliki dokumen resmi dengan keberadaannya yang
ilegal, dan juga berkurangnya pendapatan daerah dari retribusi yang tidak

dibayarkan, selain itu juga mengganggu kenyamanan masyarakat.



Peneliti juga mewawancari Kasi Penyelidikan dan Penyidikan untuk mencari
informasi dan membandingkan pernyataan yang diberikan terkait dengan
implementasi kebijakan penegakan perda yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan penertiban yang dilakukan terhadap tempat karaoke yang
tidak memiliki izin terus terjadi berulang-ulang karena kami dengan
pemilik tempat karaoke seperti main kucing-kucingan, saat dilakukan
razia pemilik tempat karaoke menutup tempat karaoke mereka, dan
besoknya kembali buka. Sepertinya kedatangan kami untuk melakukan
razia telah diketahui oleh teman dari pemilik tempat usaha tersebut yang
berada diluar (dijalan) dan melaporkan kepada pemilik karaoke tersebut
sehingga mereka segera menutup tempat karaokenya”. (wawancara, 12
Mei 2017).

Dengan adanya permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa upaya
penegakan perda dalam rangka penertiban tempat karaoke yang melanggar aturan
belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan terhadap implementasi
kebijakan penegakan perda yang dilakukan oleh Satuan Polis Pamong Praga
(Satpol PP) Kota Padang dalam penertiban usaha hiburan karaoke di K ota Padang.
Ini bertujuan untuk melihat sgauh mana pelaksanaan penertiban yang telah
dilakukan oleh Satuan Polis Pamong Pragja (Satpol PP) Kota Padang. Berdasarkan
uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul
“Implementasi Kebijakan Penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Oleh Satuan
Poliss Pamong Prgja(Satpol PP) Kota Padang(Studi Kasus Penertiban Usaha

Hiburan Karaoke Di Kota Padang)”.
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B. Identifikas Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat disusun perumusan
masal ahnya yaitu sebagai berikut :

1. Banyak tempat usaha hiburan karaoke yang telah di segel tetapi masih tetap
buka atau beroperasi.

2. Adanyatempat hiburan karaoke yang masih buka diluar jam operasional yang
diperbolehkan.

3. Setigp tahunselalu terjadi kasus penyegelan tempat usaha hiburan karaoke
karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah nomor 5 tahun 2012
seperti tidak memiliki izin usaha.

4. Usaha hiburan karaoke yang telah memiliki izin masih melakukan
pelanggaran terhadap Perda Kota Padang no. 5 tahun 2012 seperti
menggunakan pintu yang tidak tembus pandang, menyediakan tempat tidur
dan toilet di dalam ruangan karaoke.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikass masalah di atas maka penulis sendiri mempunyal
keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini baik dari segi waktu, biaya, dan
tenaga. adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah

“Implementasi Kebijakan Penertiban Usaha Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polis

Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang”.
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D. Rumusan M asalah

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, penditi tertarik untuk mengetahui

Implementasi Kebijakan Penertiban Usaha Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi

Pamong Pragja (Satpol PP) Kota Padang, Jadi rumusan masalah peneliti adalah :

1

2.

3.

Bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Usaha Hiburan Karaoke Oleh
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang?
Apasgja kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan ini ?

Solusi apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi ?

E. Tujuan Pendlitian

1

Untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban usaha hiburan karaoke
oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota padang.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan
kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang

dihadapi.

F. Manfaat Penditian

Manfaat penulisan yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk
pengembangan konsep IImu Administrass Negara khususnya yang

berhubungan dengan K ebijakan Publik.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kota
Padang tentang berbagai permasalahan dalam penertiban usaha hiburan
karaoke yang ditemui di lapangan, agar dapatmeningkatkan upaya
penegakkan peraturan daerah terhadap usaha hiburan karaoke di Kota
Padang secara efektif dan efisien sehingga akan tercipta ketertiban dan
kenyamanan masyarakat.

b. Bagi Mahasiswa: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi bagi peneliti lain yang akan mengkaji bidang yang sama atau
yang akan mengembangkan penelitianini.

c. Bagi Masyarakat atau pemilik usaha hiburan karaoke: hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat
khususnya masyarakat kota Padang yang memiliki usaha hiburan karaoke
untuk mengetahui kebijakan yang dibuat pemerintah berkaitan dengan

usaha hiburan karaoke di Kota Padang.



